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untulk merninta revisi Undang-Undang
No 30 Tahun 2002 entang Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK] dicabut
daridattar program egilasnasional
(prolegras! prioritas 2016, Permintaan
itu disarmpaikan melaluisurat resmi
Forum Guru Besaryang dikirim
melaluibeberapa perwaklannya
kepada Wakl Ketua DPR Fadli Zon.
“Suratin doa, harapan, dan dukungan
pada DPR agar elakukan yang
terbak, khususnya tidak melakukan
revist UUKPK,"ujar Guru Besar PB
Asep Saefuddin di Kompleks Parlemen
Senayan, Selasa 13

Rombongan Forum Guru Besar
dipimpin Guru Beser [P Asep
Saefuddin beserta perwaklan UGM
Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar
Universitas Andalas Saldilsra, Guru
Besar Universitas Sahid, Giyatmi dan
Kholl Mereka membawa surat yang
studahditandatangani oleh 161 quru
besar selurun Indonesia yang juga
merninta agar DPR dan pereriniah
menghentikan pembahasan revisi UU
KK,

Asep Saefuddin mengatakan,
Forum Guru Besar ini terdiri atas guru
besar dari universitas negeri dan

memperkuat posisilembaga KPK yang
menurut kami diperlukan,” ujar Asep.
hsep melanjuthen, phaknya sudah

" berlermu dengan Kepala Staf

Kepresidenan untul menyampaikan
permintaan dariForum Guru Besar ni.
Namun, Forum Gury Besar
menganggan, lembaga DPRyang
sangat bisa diajek berbicara soal
keinginan para guru besar ni. Sebab,
DPR adalsh lembaga yang mewakl
ralyat. Dari sty kami mohon ada
perternuan dengan pimpinan DPR den
anqgota untuk tidak dimasuklkan
dalam prolegnas, kata Asep.

Buru Besar Universias Andalas
Seldilsra menegaskan, revisi U KPK
saat nihanya akan bervjung pada
pelernahian HPH.Sehingga, wajer ke
Forum Guru Besar meminta
pembahasan revisi UU KPK dicabut
darfprolegnas. “Kamidatang
bersama, berpikir kelau DPR periode
sekarang merevisi UU KPH akan
berujung pada pelemahan,” ujar Saldi.

Seldi melanjutkan, dalam draf
Tevist yang akan dijadikan usulan DPR,
empat poin revisi merupakan bentuk
pelemahan KPK Yaitu, terkait
pengaturan kevenangan penyadapan,

“KPK"ketadia menegeskan.

Walil Ketua DPR Fadli Zon
menegaskan, pihakinya akan
menindaklanjuti surat permintaan dari
Forum Guru Beszr. Apalag,
permintaan iy disampalkan melalu
suratresmi dan ditandatangan oleh
lebih dari 150 guru besar dari
universitas neger dan swasta di
Indonesia,“Surat permintaan Forum
Guru Besar akan dibawa ke rapat
pimpinan dan diseraian ke fraksi-
fraksi melalui Badan Musyawara
(Bainds|,"ujarFadt, Selasa (113,

Fadlimenceriakan, perjalanan

revisiUUKPK diDPR sehenamyajuga

menimbulkan prokontra, Sebab,
sebagai ustlan dewan, internal DPR
masih belum korpak. Beberapa fraksi
masih tidak sepaket dengan pengajuan
revisi UL Nomor 30 Tahun 2002
menjadinitafifOPR.

Sejak pertama kal digulirkan
untuk direvis, mbuhwakilketua
umum Parta] Gerindra nj inisiaff
revisi sebenarmya datang dar
pemerintah. Dalam perjalanannya,
Justru DPRyang diposisikan ngotot
untuk melakulean revisi. Namun,
akhirnya dalem rapat konsulasi
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) RAKHMAVATY LELANGIREPUBLIKA
 OLEHAGUS RAHARJO swasta. Dukungan untuk KPK in pembentukan dewan pengawas, i ;
diilaidiperukan saatiniagar posisi ~ kewenangan surat perintah
orum Gury Besar seluruh KPKtidak menjacilemah akibat revisi — penghentian penyidikan [SP3] dan
Indonesia,Selasal1/3), yang akan dilakukan pemerintah penyidik independen. ‘Empat
mendatangi gedung DPRR! bersama DPR. "Ii upaya kami substansiini memperkuat pelernahan

AKSI MAHASISWA Mahasiswa yang tergabung dalam kelormpok BEM Seluruh ,
Indonssta melekukan Aksi Nasional Menolak Revisi UU KPK" di depan gedung

pimpinan DPR dengan Presiden Joko
Widodo beberapa wakiu lalu,
disepakati pembahasan revisi LU KPK
akanditunda.

Terkait permintaan Forum Gury
Besar agar revisi UL KPK dicabut dari
prolegnas, Fadli mengatakan masih
mungkin diakukan. Namun, hal itu

. DPR. Jakarta, belurnlama ni, Revisi UU KPK dianggap upaya pelemnahan KPK.

bergantung pada kesepakatan
antarfraksidi DPR RI. Mastkan Forum
Guru Besarakan menjadi bahan
pertimbangan bagi seluruh fraksi
apakah akan mencabut revisi UU KPK,
“Perrnintaan uru besar nimasikan
besar arena juga ada surat resmi dari
Forum Guru Besar.” med:andisautani
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